F‘hGUM%}MﬂN { PERATURAN F‘iMEERNTAH

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.| Nomor 5 Tahun 2017,
tanggal 24 Mei 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

| Menimbang :

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Men-
teri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refor-
masi Birokrasi Nomer 35 Tahun 2012 tentang Pe-
doman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan, perlu dilakukan pe-
rubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomeor PER.0O1/MEN/I/2011 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prose-

dur {(SOP) Administrasi Pemerintahan di Lingkun- |

gan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Per-
aturan Menteri Ketenagakerjaén tentang Pedo-
man Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan Kementerian Ketena-
-gakerjaan;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2003 Nomeor 39, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5944},
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 5601);

4.

7.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
19);

Peraturan Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Ta-
hun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
{Berita Negara Republik indonesia Tahun 2012
Nomor 649);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8
Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan
Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Ran-
cangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan
Peraturan Presiden serta Pembentukkan Rancan-
gan Peraturan Menteri di Kementerian Ketena-
gakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2015 Nomor 411});

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);

Menteri

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TEN-

TANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERA-
SIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH-
AN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

dengan:
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PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana
dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan
oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

2. Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan yang selanjutnya disebut SOP AP
adalah Standar Operasional Prosedur dari berb-
agai proses penyelenggaraan administrasi pemer-
intahan yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

3. Pelayanan Internal adalah berbagai jenis pelayan-
an yang dilakukan oleh unit-unit pendukung {sek-
retariat) kepada seluruh unit-unit atau pegawai di
lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

4. Pelayanan Eksternal adalah berbagai jenis pelay-
anan vyang dilaksanakan unit-unit Kementerian
Ketenagakerjaan yang langsung ditujukan kepada
masyarakat atau kepada instansi pemerintah lain-
nya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Simbol adalah suatu gambar yang nmiempresenta-
sikan proses tertentu dalam kegiatan SOP.

6. Satuan Kerja adalah unit Eseion |, unit Eselon I,
dan Unit Pelaksana Teknis Pusat.

?. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedo-

man dalam menyusun SOP AP bagi Satuan Kerja di
Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. manfaat, prinsip dan pelaksanaan SOP;
b. jenis, format, dokumen, dan penetapan SOP; dan
c. langkah-langkah penyusunan SOP.

BAB Il
MANFAAT, PRINSIP DAN PELAKSANAAN SOP
Pasal 4
Manfaat SOP untuk:
a. standardisasi cara yang dilakukan pegawai dalam
menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang
mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam
melaksanakan tugas;

C.

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksa-
naan tugas dan tanggung jawab individual pega-
wai dan arganisasi secara keseluruhan;

membantu pegéwai menjadi lebih mandiri dan ti-
dak tergantung pada intervensi manajemen, se-
hingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan
dalam proses pelaksanaan tugas sehari-hari;
meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
menciptakan ukuran s’tandar kinerja pegawai
dalam memperbaiki kinerja serta membantu men-
gevaluasi kinerja yang telah dilakukan; |
memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat
berlangsung dalam berbagai situasi;

menjamin konsistensi pelayanan kepada masyara-
kat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur;
memberikan informasi mengenai kualifikasi kom-
petensi yang harus dikuasai oleh pegawai dalam
melaksanakan tugasnya;

memberikan informasi bagi upaya peningkatan
kompetensi pegawai;

memberikan informasi mengenai beban tugas
pegawai;

melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan
hukum karena tuduhan melakukan penyimpan-
gan;

menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas
dan fungsi;

membantu penelusuran terhadap kesalahan-kes-
alahan prosedural datam memberikan pelayanan;

-dan

membantu memberikan informasi yang diperlu-
kan dalam penyusunan standar pelayanan, se-
hingga sekaligus dapat memberikan informasi
bagi kinerja pelayanan.

Pasal b

Prinsip Penyusunan SOP meliputi:

g.
h.

~9® a0 oD

kemudahan dan kejelasan;
efisiensi dan efektivitas;

. keselarasan;

keterukuran;

dinamis;

berorientasi pada pengguna atau pihak yang di-
layani;

kepatuhan hukum; dan

kepastian hukum.
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1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana
dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan
oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

2. Standar
Pemerintahan yang selanjutnya disebut SOP AP

Operasional Prosedur Administrasi
adalah Standar Operasional Prosedur dari berb-
agai proses penyelenggaraan administrasi pemer-
intahan yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

3. Pelayanan Internal adaiah berbagai jenis pelayan-
an yang dilakukan oleh unit-unit pendukung {sek-
retariat) kepada seluruh unit-unit atau pegawai di
lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

4. Pelayanan Eksternal adalah berbagai jenis pelay-
anan yang dilaksanakan unit-unit Kementerian
Ketenagakerjaan yang langsung ditujukan kepada
masyarakat atau kepada instansi pemerintah lain-
nya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Simbol adalah suatu gambar yang niempresenta-
sikan proses tertentu dalam kegiatan SOP. )

6. Satuan Kerja adalah unit Eselon [, unit Eselon Ii,
dan Unit Pelaksana Teknis Pusat.

7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedo-

man dalam menyusun SOP AP bagi Satuan Kerja di
Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. manfaat, prinsip dan pelaksanaan SOP;
b. jenis, format, dokumen, dan penetapan SOP; dan
c. langkah-langkah penyusunan SOP.

BAB Il
MANFAAT, PRINSIP DAN PELAKSANAAN SOP
Pasal 4
Manfaat SOP untuk:
a. standardisasi cara yang dilakukan pegawai dalam
menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang
mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam
melaksanakan tugas;

¢c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksa-
naan tugas dan tanggung jawab individual pega-
wai dan organisasi secara keseluruhan;

d. membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan ti-
dak tergantung pada intervensi manajemen, se-
hingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan
dalam proses pelaksanaan tugas sehari-hari;

&. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;

f. menciptakan ukuran s}tandar kinerja pegawai
dalam memperbaiki kinerja serta membantu men-
gevaluasi kinerja yang telah dilakukan;

g. memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat
berlangsung dalam berbagai situasi;

h. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyara-
kat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur;

i. memberikan informasi mengenai kualifikasi kom-
petensi yang harus dikuasai oleh pegawai dalam
melaksanakan tugasnya;

j. memberikan informasi bagi upaya peningkatan
kompetensi pegawai;

k. memberikan informasi mengenai beban tugas
pegawai;

I, melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan
hukum karena tuduhan melakukan penyimpan-
gan;

m. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas
dan fungsi;

n. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kes-
alahan prosedural dalam memberikan pelayanan;
dan

o. membantu memberikan informasi yang diperlu- :

kan dalam penyusunan standar pelayanan, se-
hingga sekaligus dapat memberikan informasi
bagi kinerja pelayanan.

Pasal b
Prinsip Penyusunan SOP meliputi:
kemudahan dan kejelasan;
efisiensi dan efektivitas;
keselarasan;
keterukuran;
dinamis;
berorientasi pada pengguna atau pihak yang di-
layani;
g. kepatuhan hukum; dan
h. kepastian hukum.
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{2} Persiapan penyusunan SOP sebagaimana dimak-
sud pada ayat {1) huruf a dilakukan melalui pem-
bentukan tim dan kelengkapannya.

(3} Penilaian kebutuhan SOP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. tujuan penilaian; dan

b. langkah-langkah penilaian.

{4} Pengembangan SOP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ meliputi tahapan:

a. pengumpulan informasi dan identifikasi alter-

natif;

analisis dan pemilihan alternatif;

penulisan SOP;

pengujian dan reviu SOP; dan

pengesahan SOP.

{(5) Penerapan SOP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d untuk memastikan:

a. setiap pelaksana mengetahui SOP yang baru/
diubah, dan mengetahui alasan perubahan-
nya;

b. salinan/copy SOP disebarluaskan sesuai kebu-
tuhan dan siap diakses oleh semua pengguna
yang potensial;

c. setlap pelaksana mengetahui perannya dalam
SOP dan dapat menggunakan semua penge-

-tahuan dan kemampuan yang dimiliki untuk
menerapkan SOP secara aman dan efektif ter-
masuk pemahaman akan akibat yang terjadi
bila gagal dalam melaksanakan SOP;

d. terdapat sebuah mekanisme untuk monitor-
ing/memantau kinerja, mengidentifikasi ma-
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salah-masalah yang mungkin timbul, dan me-
‘nyediakan dukungan dalam proses penerapan
SOP.

(6} Monitoring dan evaluasi penerapan SOP seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1} huruf e dilak-
sanakan secara berkala setiap 6 (enam} bulan un-
tuk: -

a. memastikan pelaksanaan penerapan SOP ber-
jalan dengan baik;
b. bahan evaluasi penyempurnaan SOP.

Pasal 14
Langkah-langkah penyusunan SOP seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

v BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No-
mor PER.01/MEN/I/2011 tentang Pedoman Penyusu-
nan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Tenaga Ker-
ja dan Transmigrasi (Berita Negara Republik indonesia
Tahun 2011 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 16
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan. |
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2017
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Msi 2017
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.
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